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Abstrak
 

Penerapan pengaturan terhadap Izin Usaha Minyak dan Gas dalam sektor hilir oleh Direktorat Jenderal

Minyak dan Gas Bumi sebelum dan setelah disahkannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ialah para pelaku usaha yang membutuhkan

perolehan izin migas sektor hilir selama tahun 2017 hingga tahun 2021 sudah dapat melalui daring, namun

terdapat perbedaan signifikan dari tahun ke tahun disebabkan terdapat perubahan peraturan maupun

mekanisme perolehan perizinannya itu sendiri. Berdasarkan pendapat penulis setelah melakukan penguraian

unsur dari ketiga peraturan yang telah diteliti memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Hal ini

menjadi penting untuk meninjau kembali penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

dalam menjalankan pemerintahan guna mewujudkan good governance untuk Indonesia yang lebih maju.

Dalam menyusun tulisan ini, Penulis mencari dan mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan teori

hukum dan praktik pelaksanaan yang terjadi dalam penerbitan izin tersebut. Pemerintah harus memberikan

kepastian hukum dalam menetapkan kriteria syarat tolak ukur dalam kemudahan berbisnis karena pada saat

ini Ease of Doing Business sudah tidak berlaku lagi semenjak berlakunya Undang- undang Cipta Kerja,

tetapi khususnya mekanisme kepastian administrasi dalam UU Nomor 30 Tahun 2014. Terkait penetapan

risiko sebuah usaha, pemerintah harus membentuk badan atau tim pengendali khususnya untuk menjamin

kemudahan berusaha dan akibatnya, khusus ataupun badan terkait. Agar para pelaku usaha tidak perlu

berulang kali bergerak ke satu kementerian dan atau lembaga hinga ke kementerian dan atau lembaga untuk

pemenuhan syarat dalam memperoleh perizinan.

......The application of regulation on Oil and Gas Business Permits in the downstream sector by the

Directorate General of Oil and Gas before and after the ratification of Government Regulation no. 24 of

2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services, business actors who need to obtain

downstream oil and gas permits during 2017 to 2021 can already go online, but there are significant

differences from year to year due to changes in regulations and the mechanism for obtaining the permit

itself. Based on the author's opinion, after analyzing the elements of the three regulations that have been

studied, it has its own advantages and disadvantages. It becomes important to review the application of the

General Principles of Good Governance (AUPB) in running the government in order to realize good

governance for a more advanced Indonesia. In compiling this paper, the author seeks and collects secondary

data related to legal theory and implementation practices that occur in the issuance of the permit. The

government must provide legal certainty in determining the criteria for benchmarking conditions in the ease

of doing business because at this time the Ease of Doing Business is no longer valid since the enactment of
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the Job Creation Act, but in particular the administrative certainty mechanism in Law Number 30 of 2014.

business, the government must form a controlling body or team in particular to ensure the ease of doing

business and consequently, specifically or related bodies. So that business actors do not need to repeatedly

move from one ministry and or institution to another to meet the requirements for obtaining permits.


